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MOTO 

“Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.”
1
 

  

(Terjemahan QS. Al-Baqarah 282) 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al-Qur’an dan terjemahannya 

   Bandung: Diponegoro 
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RINGKASAN 

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen 

Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Diah 

Sri Lastika, 140903101052; 2017: 101 halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah salah satu 

bentuk usaha yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bergerak di bidang produksi 

tembakau yang turut serta memberikan kontribusi pendapatan negara salah satunya 

dari sektor pajak. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai 

pengusaha kena pajak yang ditunjuk oleh KPP berkewajiban melaksanakan kegiatan 

perpajakan dengan baik, salah satunya yaitu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. 

Salah satu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember adalah jasa pengiriman dokumen atas transaksi dengan 

pihak rekanan penyedia jasa ekspedisi yaitu CV. Jember Express. 

 Atas adanya transaksi jasa pengiriman dokumen tembakau yang dilakukan, 

maka PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban untuk 

melakukan kegiatan perpajakan yaitu meliputi menghitung, memotong, menyetor, 

dan melaporkan. Menghitung dan memotong yang dimaksud yaitu PT. Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember menghitung besarnya pajak yang terutang 

sekaligus memotong  pajak atas CV. Jember Express terkait dengan PPh Pasal 23 atas 
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jasa pengiriman dokumen tembakau. Kegiatan menyetor yaitu PT. Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetorkan besarnya PPh Pasal 23 yang 

terutang ke bank persepsi, kantor pos atau giro. Sedangkan yang dimaksud 

melaporkan yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan 

SPT-Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan 

disertakan daftar bukti potong. 

 Berdasarkan data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen oleh PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 323.000,00 dari 

Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 16.150.000,00, sedangkan untuk bulan 

November 2016 besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah Rp 316.153,00 dari 

Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp Rp 15.807.650,00. Tetapi pada bulan Januari 

besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong cukup meningkat drastis yaitu sebesar Rp 

487.736,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 24.386.800,00. 

 Kewajiban dari PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku 

pengguna jasa yaitu menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi, 

Kantor Pos, atau Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk 

pelaporan dari PPh Pasal 23 yang terutang paling lambat adalah tanggal 20 bulan 

berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak. 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix 

 

PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 
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Politik Universitas Jember. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember; 

2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

5. Drs. Abdul Khaliq Azhari, M,Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik; 

6. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak,  selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek 

Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan 

koreksi dalam penyusunan Laporan ini; 

7. segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang 
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bekerja secara tetap atau telah memiliki penghasilan rutin untuk memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran rakyat 

tentang pentingnya membayar pajak akan meningkat. Tetapi kenyataannya masih saja 

ada sebagian besar warga yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 Diceritakan oleh seorang jurnalis pada Liputan6.com (Deny, 2017) bahwa 

masalah perpajakan saat ini adalah penerimaan pajak Indonesia yang tidak mencapai 

target.  Meski belum mencapai target, upaya pemerintah khususnya Kementrian 

Keuangan dalam mengejar penerimaan negara di APBN 2016 dinilai perlu 

mendapatkan apresiasi. Salah satunya, penerimaan pajak yang mencapai 81,54 persen 

dari target. Penerimaan pajak secara keseluruhan  per 31 Desember 2016  mencapai 

Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN 

Perubahan 2016 yang sebesarRp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 

4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Penerimaan itu sudah meliputi tax amnesty 

sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016. Penerimaan dari uang 

tebusan sebesar Rp 107 triliun. Rinciannya, Rp 103 triliun merupakan uang tebusan, 

Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, sertaRp 3,06 triliun dari pembayaran 

uang tunggakan penagihan pajak. 

Sistem perpajakan di Indonesia harus lebih diperbaiki lagi agar mampu 

meningkatkan jumlah pajak yang diterima, sehingga pendapatan dari sektor pajak 

dapat melebihi target. Apabila sistem perpajakan di Indonesia sudah jauh lebih baik, 

maka pelanggaran-pelanggaran terhadap pajak yang saat ini kerap terjadi bisa sedikit 

diminimalisir bahkan mampu dihentikan. Jika pajak berjalan lancar maka 

pembangunan nasional akan mampu berjalan sukses. Apalagi saat ini peranan sektor 

migas dalam penerimaan negara semakin menurun, dengan demikian memberi 

peluang besar bagi sektor pajak untuk semakin meningkatkan penerimaannya. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta memberikan kontribusi dalam 

peningkatan sektor pajak. Salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan 

BUMN adalah PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang utamanya 

memproduksi tanaman tembakau. Tanaman tembakau ini dipasarkan tidak hanya ke 
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dalam negeri tetapi juga ke luar negeri (ekspor) dan juga yang dilakukan melalui 

lelang dengan mengirim contoh produk. Melalui pengiriman tembakau ke luar negeri 

ini, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mampu ikut serta dalam 

penerimaan pajak karena PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak  yang dikenakan yaitu Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen dan sampling tembakau yang dikirim ke luar 

negeri. 

Rekanan dari PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam 

jasa pengiriman dokumen dan sampling tembakau adalah CV. Jember Express. PT. 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menawarkan tembakau ke 

konsumen yang berada di luar negeri. Atas penawaran tersebut kemudian konsumen 

meminta contoh dari produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya PT. Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember mengirim sampling tembakau dengan disertai 

dokumen kepada konsumen yang berada di luar negeri. Atas pengiriman sampling 

dan dokumen tersebut maka PT.Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

berkewajiban  melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sistem 

pemungutan yang digunakan yaitu With Holding System dimana dalam sistem 

pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan 

bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:8). 

Dalam pengiriman ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

tidak selalu menggunakan rekanan CV. Jember Express, tetapi ada juga rekanan PT. 

Silkargo Indonesia, PT. Karya Manunggal Jati, dan CV. Hayomi Maju Sejahtera. PT. 

Perkebunan Nsantara X Kebun Kertosari Jember menggunakan rekanan CV. Jember 

Express karena biayanya yang lebih murah dibandingkan jasa penyedia ekspedisi 

lainnya. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada CV. Jember Express dengan 

mengambil contoh transaksi pengiriman bulan  Oktober, November, dan Januari. 

Berikut grafik transaksi pada bulan-bulan tersebut: 
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Gambar 1.1 Transaksi Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara 

  X Kebun Kertosari Jember 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember Tahun 2017 

 

Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Oktober terdapat transaksi 

antara PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dan CV. Jember 

Express dengan Nilai Obyek Pajak sebesar Rp 16.150.000,00 dan besarnya PPh yang 

dipotong sebesarRp 323.000,00. Sedangkan untuk bulan November Nilai Obyek 

Pajak adalah Rp 15.807.650,00 dengan besarnya PPh yang  dipotong sebesar Rp 

316.153,00. Untuk bulan Januari besarnya Nilai Obyek Pajak adalah Rp 

24.386.800,00 dengan PPh yang dipotong sejumlah Rp 487.736,00.  Jika dilihat dari 

grafik diatas, maka terlihat bahwa sejak transaksi pada bulan Oktober sampai bulan 

Januari terjadi peningkatan yang cukup drastis pada Bulan Januari, meskipun 

transaksi sempat sedikit menurun pada bulan November. Sedangkan untuk bulan 

Desember tidak ada transaksi pengiriman dokumen tembakau dan sampling yang 

menggunakan CV. Jember Express. 

Peningkatan pengiriman dokumen tembakau dan sampling akan 

mempengaruhi penghasilan, dimana jika pengiriman lebih besar maka penghasilan 
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pun juga akan semakin besar. Penghasilan yang besar akan memberikan dampak pada 

pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah juga 

akan meningkat. Dengan adanya peningkatan transaksi pengiriman yang cukup 

drastis tersebut, maka penulis ingin lebih memahami bagaimana pengenaan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen pada PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir penulis memilih judul: 

“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau 

pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah 

yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Mekanisme Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember?” 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) memperoleh pengetahuan mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, 

Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman 

Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember; 
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2) dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan 

maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan 

3) memperoleh pengalaman pribadi agar mampu mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dunia kerja nantinya. 

b. Bagi Universitas 

1) menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan instansi terkait; 

dan 

2) melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah didapat 

dalam bangku kuliah. 

c. Bagi Instansi 

1) menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat antara organisasi tempat Praktek Kerja Nyata; dan 

2) sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan. 

d. Bagi Stakeholder 

1) memberikan informasi tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 

khususnya bagi Pengusaha yang melakukan pengiriman dokumen tembakau 

dan sampling; dan 

2) memberikan pelayanan perpajakan kepada pengusaha. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP). Sedangkan ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:5) adalah: 

a. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan; 

b. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah; 

c. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 

d. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment; dan 

e. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

Sedangkan unsur-unsur yang dimiliki dalam pajak menurut Mardiasmo (2013:1) 

adalah: 

a. iuran dari rakyat kepada negara 

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang); 

b. berdasarkan undang-undang 

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya; 

c. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah; dan 
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d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

  Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari 

berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri; dan 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang 

mewah. 

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Perimbangan Pajak; 
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b. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya; 

c. tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat; 

d. pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya; dan 

e. sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 

oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh: 

1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif; 

2) tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%; 

dan 

3) pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan 

maupun perseorangan (orang pribadi). 

 

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2013:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-

teori tersebut antara lain adalah: 

a. Teori Asuransi 

 Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh 

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut 
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b. Teori Kepentingan 

 Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar 

c. Teori Daya Pikul 

 Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar 

sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul 

dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: 

1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang; dan 

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti 

 Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban 

e. Teori Asas Daya Beli 

 Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.1.5 Hukum Pajak 

 Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: 

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya; dan 

b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum 

ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 
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1) Hukum Tata Negara; 

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif); 

3) Hukum Pajak; dan 

4) Hukum Pidana. 

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum 

publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis 

derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada 

peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan 

khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal 

ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum 

publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. 

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat 

ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari 

Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang 

mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni 

pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain. 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut 

pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu: 

a. hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa 

yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala 

sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan Wajib Pajak. 

 Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan 

b. hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil 

menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini 

memuat antara lain: 

1) tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak; 
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2) hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; 

dan 

3) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan 

banding. 

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek 

 Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian 

penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat 

bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Menurut Waluyo (2007:5) 

pajak dapat didekati atau ditinjau dari beberapa aspek yaitu: 

a. Aspek Ekonomi 

 Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang 

digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. 

Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut 

kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme 

pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. 

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara 

efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum 

(public utilities) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak harus terus 

ditingkatkan 

b. Aspek Sosiologi 

 Pada aspek sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang 

meyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil 

apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai 

sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang juga 
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digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti pembangunan ini dibiayai 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara 

dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari 

rakyat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan 

demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan 

pembangunan di berbagai sektor. 

 

2.1.7 Pengelompokan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2013:6) pengelompokan pajak dapat dibedakan 

menurut: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 

 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah terdiri atas: 

a) Pajak Daerah Tk. I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Daerah Tk. II (kotamadya atau kabupaten), contoh: Pajak 

Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing. 

 

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Waluyo (2013:6) tata cara pemungutan pajak terdiri atas tiga hal 

yaitu: 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu: 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak 

baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel 

ini adalah pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus 

menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya 

3) Stelsel campuran 
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Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada 

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah 

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 

1) Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Official Assessment System: 

1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus; 

2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan 

3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar 

3) Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

c. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak 

Penghasilan yaitu: 
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1) Asas Tempat Tinggal 

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri 

(Pasal 4 UU PPh) 

2) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan 

kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk 

membayar pajak 

3) Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian 

Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak. 

 

2.1.9 Tarif Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2013:9) macam tarif pajak dapat dibedakan menjadi: 

a. Tarif sebanding atau proporsional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17 

 

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp 3.000,00 

c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Contoh: pasal 17 UU PPh 1995 

 

Tabel 2.1 Tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri 

 

Penghasilan Kena Pajak 
Tarif Pajak 

(%) 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 

 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 

 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 

 

Di atas Rp 500.000.000,00 

5% 

 

15% 

 

25% 

 

30% 

Sumber: Mardiasmo (2013:9) 

d. Tarif degresif 

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pemungutan pajak yang 

menggunakan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi 

dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

Contoh: Bea Cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan 

perdagangan internasional (ekspor dan impor). 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

 Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, definisi penghasilan sebagai berikut: 
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 “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. 

 Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada 

Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu 

tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. 

Dalam Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa macam Pasal yaitu antara lain: 

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan; Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun 

dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang 

membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan 

Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan 

b. Pajak penghasilan Pasal 22 

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan 

pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak yang 

melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini 

dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan 

sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami 
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keuntungan. Selain itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan pada Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. 

c. Pajak Penghasilan Pasal 23 

PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh 

yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, dan hadiah), 

penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan 

jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain 

jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap 

d. Pajak Penghasilan Pasal 24 

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan 

pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas 

penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam 

negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-

undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 ini 

biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi pajak 

yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan 

pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama 

e. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang 

bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) 

seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final 
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maksudnya adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh 

penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada 

saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai 

kewajiban lagi atas pajak tersebut 

f. Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang ketentuan penghitungan besarnya 

angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun 

berjalan. Pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak 

membayar sendiri (PPh Pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) 

g. Pajak Penghasilan Pasal 26 

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap 

wajib pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap 

yang menerima atau memperoleh penghasilan 

h. Pajak Penghasilan Pasal 28 

Pajak Penghasilan Pasal 28 berisi tentang pajak yang telah dilunasi dalam tahun 

berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta 

dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada 

akhir tahun pajak yang bersangkutan 

i. Pajak Penghasilan Pasal 29 

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada 

kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah 

disetor sendiri 

j. Pajak Penghasilan Pasal 31 E 

Pajak Penghasilan Pasal 31 E menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam 

negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima 
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puluh persen) dari tarif normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010 dst) yang 

dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Waluyo (2007:57) pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, 

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap 

sebagai berikut: 

a. Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar negeri 

b. Warisan 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti 

mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum 

terjadi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan 

c. Badan 

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah 

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan 

lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana BUMN atau BUMD sebagai Subjek 

Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sebagai contoh lembaga atau 

badan yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Daerah yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan memperoleh penghasilan 
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d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari 

badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan. 

Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi 

sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. 

Menurut Mardiasmo (2013:156), subjek pajak dapat pula dibedakan atas: 

a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas: 

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 

183 hari dalam 12 bulan; dan 

b) Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya 

niat bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

3) Subjek Pajak warisan, yaitu: 

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas: 

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau 

pekerjaan 

2) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang: 
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a) Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia 

b) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui 

BUT di Indonesia. 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang 

menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek 

Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 

 Termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun; 

h. Royalti; 

i. Sewa dan penghasilan lain; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilain kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 
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o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut 

ditentukan berdasarkan volume usaha; dan 

p. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan (hubungan kerja); 

b. Penghasilan dari kegiatan usaha; 

c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta; 

d. Penghasilan dari pekerjaan bebas; dan 

e. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu dari empat kelompok penghasilan di atas, seperti: 

1) Keuntungan karena pembebasan utang; 

2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; dan 

4) Premi asuransi dan Hadiah undian. 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1 Dasar Hukum 

 Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 

(http://www.pajak.go.id/content/11512-pemotong-pph-pasal-2326) Pemerintah dalam 

hal ini memungut pajak dari rakyat haruslah mempunyai dasar yang akan menjadikan 

sebagai acuan dasar hukum yang paling awal adalah UUD 1945, yang mana dasar ini 

adalah sebagai acuan dasar-dasar hukum yang lainnya berikut adalah dasar hukum 

lainnya: 

a. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 23 UU Nomor 36 tahun 

2008; 

b. Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 PP 94 tahun 2010; 

c. Pasal 1 PMK-251/PMK.03/2008; 

d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994; dan 

e. Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010. 
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2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Pohan (2014:302) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak 

penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan 

jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 

21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam 

negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya. 

  

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Pohan (2014:305) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang 

membayarkan penghasilan, yang terdiri atas: 

a. Badan Pemerintah; 

b. Subjek Pajak Dalam Negeri; 

c. Penyelenggara kegiatan; 

d. Bentuk Usaha Tetap; 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan 

f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu: 

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas; atau 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan 

atas pembayaran berupa sewa. 

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek dari Pajak 

Penghasilan Pasal 23 yaitu: 
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a. Deviden, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis, dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi; 

b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 

pengembalian hutang; 

c. Royalti; 

d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud 

dalam PPh Pasal 21; 

e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud 

dalam PPh Pasal 21; dan 

f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

 

2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

a. 15% dari jumlah bruto atas: 

1) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. Kecuali pembagian deviden kepada orang pribadi dikenakan Final; 

2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian hutang; 

3) Royalti; dan 

4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

b. 2% dari jumlah bruto (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 141 Tahun 2015) atas: 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa atas tanah atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang 

bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh; 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu: 

a) Jasa penilai; 

b) Jasa aktuaris; 
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c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi Laporan Keuangan; 

d) Jasa perancang; 

e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT; 

f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 

g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain 

migas; 

h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

i) Jasa penebangan hutan; 

j) Jasa pengolahan limbah; 

k) Jasa penyedia tenaga kerja; 

l) Jasa perantara atau keagenan; 

m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan 

KSEI dan KPEI; 

n) Jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan 

oleh KSEI; 

o) Jasa pengisian suara (dubbing) atau sulih suara; 

p) Jasa mixing film; 

q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan; 

r) Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 

lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi; 

s) Jasa perawatan atau pemeliharaan atau pemeliharaan mesin, peralatan, 

listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan 

mempunyai izin ata sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi; 

t) Jasa maklon; 

u) Jasa penyelidikan dan keamanan; 
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v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

w) Jasa pengepakan; 

x) Jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 

y) Jasa pembasmian hama; 

z) Jasa kebersihan atau cleaning service; 

aa) Jasa katering atau tata boga; 

bb) Jasa pembuatan sarana promosi film, ikan, poster, foto, slide, klise, 

banner, pamflet, baliho dan folder; 

cc) Jasa pembuatan atau pengelolaan website; 

dd) Jasa internet termasuk sambungannya; 

ee) Jasa penyimpanan, pengolahan, atau penyaluran data, informasi, atau 

program; 

ff) Jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan udara; 

gg) Jasa sedot septictank; 

hh) Jasa pemeliharaan kolam; 

ii) Jasa freight faro Jarding; 

jj) Jasa logistik; 

kk) Jasa pengurusan dokumen; 

ll) Jasa loading dan unloading; 

mm) Jasa laboratorium atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka 

penelitian akademis; 

nn) Jasa pengelolaan parkir; 

oo) Jasa penyondiran tanah; 

pp) Jasa penyiapan atau pengolahan lahan; 

qq) Jasa pembibitan atau penanaman bibit; 

rr) Jasa pemeliharaan tanaman; 

ss) Jasa pemanenan; 
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tt) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 

atau perhutanan; 

uu) Jasa dekorasi; 

vv) Jasa pencetakan atau penerbitan; 

ww) Jasa penerjemahan; 

xx) Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 

15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

yy) Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

zz) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

aaa) Jasa pengelolaan penitipan anak; 

bbb) Jasa pelatihan atau kursus; 

ccc) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

ddd) Jasa sertifikasi; 

eee) Jasa survey; dan 

fff) Jasa tester, dan jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang 

pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 

negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan 

adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normalnya. 

 

2.4 Akuntansi Pajak 

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

 Menurut Lubis (2014:2), Akuntansi merupakan sistem informasi yang 

menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (Stakeholder) mengenai 
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aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi 

mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga 

memungkinkan para stakeholder untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan 

perusahaan lain yang sejenis. 

 Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat 

mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang 

menjadi atensi Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar 

dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. 

Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, 

perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan 

pajak atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak. 

 

2.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi 

kaitannya dengan PPh Pasal 23. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang 

berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam 

peraturan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh 

perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu ketika 

perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai 

berikut: 

Kas       xxx 

 Pendapatan Deviden/Sewa/Bunga   xxx 

(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya) 

PPh Pasal 23 dibayar dimuka    xxx 

 Kas       xxx 

(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal 

dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan 

menteri keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini 
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mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah 

dipotong tersebut. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut: 

Biaya Deviden/Sewa/Bunga    xxx 

 Kas       xxx 

(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya) 

Kas       xxx 

 Hutang PPh Pasal 23     xxx 

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23) 

Hutang PPh Pasal 23     xxx 

 Kas       xxx 

(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23) 

 

2.5 e-Billing Pajak 

2.5.1 Dasar Hukum 

a. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; 

b. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; 

dan 

c. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 

 

2.5.2 Pengertian 

 Pada dasarnya e-billing pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembayaran ini menggunakan sarana 

elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem 

ini memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran 

penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem e-billing pajak ini, maka 

wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak. 
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2.5.3 Alasan Penggunaan e-Billing Pajak 

a. mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka 

pembayaran dan penyetoran penerimaan negara; 

b. menghindari atau meminimalisir terjadinya human error dalam perekaman data 

pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank atau Pos Persepsi; 

c. memberikan kemudahan cara pembayaran atau penyetoran pajak melalui 

beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran; 

d. memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor pajak untuk memonitor 

status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak; dan 

e. memberikan keleluasaan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk merekam 

data setoran mandiri (self assessment system). 

 

2.5.4 Format Kode Billing Pajak 

 Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas 

suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak atau wajib 

bayar atau wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN 

G2. Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing. 

 

2.5.5 Cara Mendaftar e-Billing Pajak 

a. buka laman http://djponline/pajak/go/id; 

b. isikan data-data yang diperlukan, yaitu berupa NPWP, nama pengguna dan 

alamat email pengguna yang masih aktif; 

c. setelah selesai, cek email yang masih aktif tersebut. Periksa inbox dan temukan 

email dari billingmpn. Jika tidak ada di inbox, periksa juga di spam folder; dan 

d. buka email dari billingmpn, lalu klik link aktivasi yang disediakan. Dalam email 

juga tersedia username dan PIN untuk log in ke http://sse.pajak.go.id. 
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2.5.6 Cara Membuat Kode Billing Pajak 

a. Untuk Wajib Pajak Bukan Bendahara 

1) log in ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP dan PIN 

yang dikirim ke e-mail; 

2) input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan, jika sudah klik 

„simpan‟; dan 

3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol „terbitkan kode billing‟. Klik 

tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak, dapat 

disimpan dengan mencetak atau dengan difoto. 

b. Untuk Wajib Pajak Bendahara 

1) log in ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP bendahara 

dan PIN yang dikirim ke e-mail pengguna; 

2) akan tampil formulir isian SSE dengan NPWP bendahara yang 

bersangkutan. Ganti NPWP bendahara pada formulir tersebut dengan NPWP 

pihak ketiga (yang dipungut). Isi formulir SSE sesuai dengan jenis pajak 

yang dipungut. Jika selesai klik „simpan‟; dan 

3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol „terbitkan kode billing‟. Klik 

tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak, dapat 

disimpan dengan dicetak atau difoto. 
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Jember”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bagian 

yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.  

Pada bagian Akuntansi dan Perpajakan ini penulis diberi tugas untuk 

mengecek NPWP karyawan, kemudian juga pendampingan terhadap karyawan untuk 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-Filling dan mengaktivasi e-FIN. 

Sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan dapat 

mengetahui langkah-langkah dalam melaporkan pajak secara online melalui e-Filling. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

  

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Tanggal Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) 

20/02/2017 Membantu bidang SDM untuk 

melakukan pengecekan NPWP karyawan 

untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir 

aktivasi EFIN 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 

21/02/2017 s.d 

22/02/2017 

Mengecek data karyawan tetap sesuai 

formasi bagian dan penataan TBN MTT 

2017/2018 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 

23/02/2017 Melakukan survey lapangan pada 

Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember 

Bambang Sihono 

Bagian Asset 

24/02/017 Melanjutkan mengecek data karyawan 

tetap sesuai formasi bagian dan penataan 

TBN MTT 2017/2018 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 
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(a) (b) (c) 

25/02/2017 Mengikuti kegiatan jalan sehat wilayah 

TBN IX di daerah Bandara 

Notohadinegoro s/d Penataran Rowo 

Drs. Suryanto 

Kepala Dinas Keamanan 

2702/2017 s.d 

8/03/2017 

Membantu mengisi SAP (System 

Application and Product) untuk Kebun 

Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun 

Sukowono. 

Karmaji, ST 

Bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

9/03/2017 Menghitung PPh Pasal 23 atas Jasa 

Pengiriman Dokumen Tembakau 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 

10/03/2017 Melakukan wawancara di Industri 

Bobbin dengan Bapak Pranawa Sunu, 

S.E selaku koordinator pemasaran 

Jember 

Riskiyanto, S.E. 

Asisten Muda Bagian 

Keuangan 

11/03/2017 Melakukan kegiatan jalan sehat di 

wilayah TBN XI daerah Bulangan D 

sampai daerah Penataran Gambiran 

Drs. Suryanto 

Kepala Dinas Keamanan 

13/03/2017 Mengambil data EFIN karyawan di KPP 

Pratama Jember 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 

14/03/2017 s.d 

15/03/2017 

Membantu menata berkas EFIN 

karyawan PTPN X Kebun Kertosari 

Jember 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 

16/03/2017 s.d 

18/03/2017 

Membantu melaporkan SPT Tahunan 

PPh Pasal 21 gaji karyawan 

menggunakan e-Filling 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 

20/03/2017 Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 

23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa 

simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa 

bukti potong, daftar bukti potong, faktur pajak, bukti pembayaran pada Bank, 

lampiran perkiraan dan cetakan kode billing. Data kualitatif adalah data informasi 

yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data 

kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara wawancara langsung pada 

narasumber terkait. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember” diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata 

dari pembimbing selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data yang diperoleh 

antara lain yaitu bukti potong PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen 

Tembakau, daftar bukti potong, bukti transfer, bukti penerimaan surat, serta SPT-

Masa PPh Pasal 23. Selain itu penulis juga datang langsung ke Kawasan Berikat 

Industri Bobbin Jember untuk melakukan wawancara dengan Koordinator Pemasaran 

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. Kantor dari bagian pemasaran 

bertempat di Kawasan Berikat Industri Bobbin. Dari kegiatan wawancara tersebut, 

data yang diperoleh yaitu berupa Invoice PPh Pasal 23. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara studi pustaka dengan 

menggunakan buku, internet, dan dari referensi yang berhubungan dengan Praktek 

Kerja Nyata ini. Penulis juga menggunakan metode Sampling, yaitu dengan 

menggunakan contoh langsung atas transaksi PT. Perkebunan Nusantara X Kebun 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 

atas Jasa Pengiriman Dokumen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pihak pemotong 

pajak, berkewajiban untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman untuk dokumen tembakau pada bulan 

Januari 2017. Besarnya pajak yang terutang yaitu didapat dengan mengalikan tarif 

sebesar 2% dengan besarnya Nilai Objek Pajak; 

2. Penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam 

kasus ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetorkan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman dokumen ke 

bank persepsi yaitu Bank Mandiri Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik 

(SSE) atau e-billing system pada tanggal 09 Februari 2017 sebelum masa jatuh 

tempo pembayaran terakhir, yaitu pada tanggal 10 Februari 2017; dan 

3. Pelaporan SPT-Masa PPh Pasal 23 paling lambat adalah tanggal 20 bulan 

berikutnya. Dalam kasus ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa 

pengiriman dokumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan 

menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPh Pasal 23 beserta daftar 

bukti potong pada tanggal 17 Februari 2017 sebelum masa jatuh tempo pelaporan 

terakhir, yaitu pada tanggal 20 Februari 2017. 

Sedangkan terkait poin penting dalam Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

Jasa Pengiriman Dokumen pada PT. Perkebukan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember, penulis menyimpulkan bahwa PT. Perkebukan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sesuai dengan 

peraturan perudang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.  
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5.1 Saran 

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Mekanisme Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebukan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember, penulis mengharapkan PT. Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber 

pemasukan terbesar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 2 Surat Balasan Prkatek Kerja Nyata  
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Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi  
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Lampiran 4 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 5 Daftar Absensi Magang 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 
 

Lampiran 6 Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing  
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Lampiran 9 Daftar Konsultasi  
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Lampiran 10 Invoice PPh Pasal 23  
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Lampiran 11 Cetakan Kode Billing  
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Lampiran 12  Formulir Pembayaran Bank 
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Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara   
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Lampiran 14 SPT Masa PPh Pasal 23 
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Lampiran 15 Daftar Bukti Potong  
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Lampiran 16 Bukti Potong 
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Lampiran 17 Bukti Penerimaan Surat  
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Lampiran 18 Undang-Undang atau Peraturan tentang Pajak Penghasilan 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.     bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang 

semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, 

sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat 

menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan; 
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Mengingat :         1.    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4740); 

 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN   

KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 

TENTANG PAJAK PENGHASILAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa 

kali diubah dengan Undang-Undang: 

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); 

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567); 

c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 
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diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan 

Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi 

Pasal Angka 1 Undang-Undang ini. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) 

dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1.  orang pribadi; 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 

b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri. 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 
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b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan 
 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia, yang dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 
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b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau 

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 

kegiatan usaha melalui internet. 
 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga 

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 

 

 

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 

a. kantor perwakilan negara asing; 

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
 

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 23 
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(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, 

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: 

 

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 

3. royalti; dan 

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; 

b. dihapus; 

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang 

telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2); dan 

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, 

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada 

tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: 

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 

b. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen 

yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(2c); 

 

c. dihapus; 

d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i; 

e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

f. dihapus; dan 

g. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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PENJELASAN  

ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  36  TAHUN  2008  

TENTANG  

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  

    

I. UMUM  

  

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak 

Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UndangUndang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga 

negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban 

kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional.  

2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan 

nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu 

untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan 

fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan 

nasional khususnya di bidang ekonomi.  
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3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang 

pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, 

kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi 

penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. 

Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan ini adalah sebagai berikut:  

a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;  

b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;  

c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;  

d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan 

e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya 

saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman 

modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang 

usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.  

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu 

dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-

pokok sebagai berikut:  

a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan 

perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan 

pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;   

b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain, 

mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan 

memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur 

tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang 
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meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta 

penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban 

pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak 

tersebut; dan  

c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self 

assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama 

dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam 

tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih 

sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak 

orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan 

yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat 

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas 

peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas 

dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan 

pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan 

tertib dan taat asas.  

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I  

Angka 1  

Pasal 1  

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan 

terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak 

tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. 

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 
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diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai 

pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila 

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 

pajak.  

Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini 

adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang 

tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.  

Angka 2  

Pasal 2  

Ayat (1)  

Huruf a  

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak 

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan 

yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.  

Huruf b  

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
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firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 

merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan 

bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, 

misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan 

merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan 

termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi 

Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang 

besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan 

dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat 

kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi 

maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima 
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dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau 

menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari 

Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan 

lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi 

kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima 

penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak 

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.  

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib 

Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara 

lain:   

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang 

diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas 

penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;  

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan 

neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai 

pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan  

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak 

yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar 

negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui 

pemotongan pajak yang bersifat final.   

d. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 

pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  

Ayat (3)  

Huruf a  

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri 

adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. 

Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di 

Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal 

di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.   

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari tidaklah harus berturutturut, tetapi ditentukan oleh 

jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.   

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c 

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 

subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri 

dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun 

untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan 

tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila 

warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada 

ahli waris.   
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Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 

sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak 

dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud 

melekat pada objeknya.  

Ayat (4)  

Huruf a dan huruf b   

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang 

bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik 

melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang 

tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak 

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.   

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap 

maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui 

bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap 

sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap 

tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak 

luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. 

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui 

bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung 

kepada subjek pajak luar negeri tersebut.   

Ayat (5)  
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Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat 

usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan 

gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer 

atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) 

yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi 

elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.   

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang 

tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia.   

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan 

selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan 

atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha 

tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker 

atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau 

perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam 

rangka menjalankan perusahaannya sendiri.  Perusahaan asuransi yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap 

mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi 

tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko 

di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. 

Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang 

mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu 
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diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, 

atau bertempat kedudukan di Indonesia.   
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